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EDITORIAL

Jurnal Legalitas Edisi Volume 8 Nomor 2 Bulan Oktober 2015, hadir
diawali dengan tulisan yang mengkaji tentang bidang pemerintahan daerah
dengan judul Otonomi Daerah dan Etnitas Menuju Kebijakan Pemekaran
Daerah Kabupaten Pohuwato oleh Sastro M. Wantu Alumni Progrm
Doktor Univ. Brawijaya Malang. Berikutnya Daud Rahim menyajikan
tulisan dengan judul Tinjauan Yuridis Terkadap Pembayaran Hutang
Piutang dalam keadaan pailit menurut hukum positif di Indonesia.
Selanjutnya tulisan dari bidang Pidana disajikan oleh Dekan Fakultas
hukum Univ. Negeri Gorontalo yakni Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa
yang menulis tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi berupa
tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda
Gorontalo. Selanjutnya tulisan tentang hukum perdata dengan judul
Analisis hukum waris terkait penjualan tanah budel oleh sebagian ahli
waris yang di tulis oleh Dolot Alhasni Bakung. Tulisan selanjutnya dengan
judul Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor
[0 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di umiversitas Negeri
Gorontalo yang ditulis oleh Bayu Lesmana Taruna.

Tulisan tentang whistleblower kemudian diketengahkan oleh Yoslan
K. Koni dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan
Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
Kemudian kajian tentang filsafat teori disajikan oleh kandidat doktor Univ.
Brawijaya dengan judul tulisan Mendesain Teori Hukum Pancasila.
Selanjutnya tulisan dengan judul Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana
Perempuan dari Aspek Gender di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo
oleh  Ismail H. Tomu. Berikutnya tulisan yang diketengahkan oleh
Ramdhan Kasim dengan judul Paradigma dan Langkah Progresif
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unya kabupaten baru yaitu kabupaten
Pohuwato yang tentu dapat dilihat
semenuhan persyaratan yang sesuai
jengan pendirian daerah otonom
cabupaten/kota di Indonesia yaitu
umlah penduduk. Salah satu landasan
nometesis yakni Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 129 tahun
2000 sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan  kebijakan  inilah
lahirlah daerah baru yang memiliki
keunikan dan menyimpan potensi

sumberdaya alam yang melimpah serta
sumberdaya manusianya yang berdiri di
atas keragaman sosial. Oleh karena itu
secara historis, sosial, politik dan
ekonomi kabupaten Pohuwato memiliki
fenomena tersendiri, bila dikaji dari
latarbelaang sejarah daerah itu, dulu
sebagai andalan kabupaten Gorontalo
dan hingga termasuk wilayah dikate-
gorikan sebagai basis ekonomi provinsi

Gorontalo. Eksisten kabupaten
Pohuwato termasuk dari 6 (enam)
kabupaten/kota yaitu  kabupaten

Gorontalo, kota Gorontalo, kabupaten
Bone Bolango, kabupaten Boalemo,
kabupaten = Gorontalo Utara dan
kabupaten Pohuwato.

Secara politik sebelum menjadi
kabupaten hasil pemekaran yakni
kabupaten Pohuwato, wilayah ini

merupakan areal luas dari kabupaten
Gorontalo yang memiliki 16 kecamatan
antara lain pada awalnya adalah
Sumalata, Kwandang dan Atingola
menjadi daerah pemekaran baru yakni
kabupaten Gorontalo Utara, sementara
Tilamuta, sebagian Paguyaman menjadi
kabupaten Boalemo, kecamatan
Paguyaman, Tibawa/Isimu, Batudaa,
Telaga dan Limboto tetap bertahan
menjadi kabupaten Gorontalo, sedang-
kan kecamatan Marisa, Paguat dan
Popayato menjadi kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan gambaran jumlah
penduduk, maka dimensi sosial sesung-
guhnya wilayah kabupaten Gorontalo
telah memiliki embrio atau benih-benih
pluralism sosial yang sangat kental
dengan budaya terbuka terhadap etnis
lain selain etnis Gorontalo, sehingga
masyarakatnya dikategorikan mem-
punyai sikap multikulturalisme. Berda-
sarkan jumlah kabupaten dan penduduk
di daerah ini tentu kemajemukan sosial
yang paling menonjol terdapat pada
wilayah kecamatan Popayato, Marisa,
Paguat, Tilamuta, Paguyaman yang
masyarakatnya sedikit majemuk.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu
kondisi sosial budaya berdasarkan
parameter agama sebagaimana ditun-
jukkan pada data berikut ini:
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ATl DAZ] MNasYydldbdl.
bungan dengan pemekaran
i H.A. Dj. Nihin,” mengatakan
spirasi memekarkan daerah itu
r pertimbangan yang tepat, mi-
ngan pemekaran daerah pusat
ahan dan pelayanan semakin
ngan masyarakat, partisipasi
cat akan bertambah dan lebih
dalam kehidupan kemas-
), pemerintahan dan pembang-
aerahnya. Sedangkan bila tim-
spirasi itu lebih karena emosi-
mordialisme dan semata-mata
igin menjadi Daerah Otonom
tidak atas dasar persyaratan
pat, tidak memperhitungkan
sumber daya yang ada, akan
sulit kondisi masyarakat daerah
dan tidak akan menjamin
yangan Daerah kearah yang
k, bahkan melemahkan tingkat
n wilayah karena akan men-
n  berbagai beban dan
['1.3
lasarkan angin keterbukaan
andasi oleh aturan main di atas,
Gorontalo yang merupakan
1asil pemekaran dari Sulawesi
berupaya memekarkan diri
nencapai enam kabupaten/kota
diantara adalah  kabupaten
0, kabupaten Gorontalo, kota
lo, Boalemo, kabupaten

Nadhar, 2003, Studi Implementasi
Pemekaran Daerah di Kabupaten
rat, Magister Administrasi Pada
Pasca Sarjana Universitas Gadjah
2sisyang dak dipublikasikan.

A.Dj. 2000, Berbagai Keadaan dan
nnya, Khadik : Jakarta.

dhar, ibid.

VIV LAVE Uilald,  Uedll RAQUUUE clbAaLl
Bolango. Dengan melihat hasrat dan
aspirasi masyarakat dan para elit lokal,
maka terbentuknya daerah baru adalah
bagian dari keinginan daerah dan
pemerintah pusat yang harus dilaksa-
nakan sebagai konsekwensi reformasi
politik dan demokratisasi di tingkat
lokal. Akibat setralisasi politik oleh
pemerintah pusat di daerah selama Orde
Baru hingga munculnya keterbukaan di
Era Reformasi, maka euphoria meme-
karkan daerah bagaikan jamur dimusim
hujan, salah satunya adalah kabupaten
Pohuwato. Posisi terbentuknya kabu-
paten Pohuwao sebagai buah dari
pemekaran daerah sesungguhnya sudah
sesuai denganhakekat aturan dan proses
demokrasi yang menginginkan bahwa
penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan daerah harus memper-
hatikan kondisi masyarakat, pemerataan
dan keadilan, serta dengan
memperhatian potensi dan keragaman
Daerah.

AL

serius

B. PEMBAHASAN

Dalam perspektif otonomi daerah
bahwa kabupaten Pohuwato secara
diakronis sejarah daerah ini yang pada
awalnya merupakan tiga kecamatan
dari wilayah sebelah Barat kabupaten
Gorontalo. Sebelum menjadi kabupaten
tersendiri, daerah ini menjadi bagian
dari kabupaten Boalemo yang meme-
karkan diri dari kabupaten Gorontalo,
namun karena perkembangan reformasi
dan euphoria pembentukan daerah
sebagai ketepanggilan aspirasi dan
demokrasi local, maka diupayakan
pemekaran daerah yaitu dengan terben-
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Ketiga kecamatan yakni kecamatan
aguat, Marisa dann Popayato pada
aat reformasi nasional yang mendeng-
ngkan otonomi daerah yang mengha-
ilkan pemekaran daerah termasuk
rovinsi Gorontalo yang menghasilkan
nam kabupaten/kota sebagaimana
ikemukakan di atas. Dari jumlah
vilayah yang dimiliki oleh provinsi,
naka terdapat kabupaten pohuwato

ang merupakan (melting area) atau °

rabungan Marisa, Paguat dan Pohuwato
/ang sekarang jumlah kecamatannya
idalah 13 (tiga belas) kecamatan.

Oleh karena itu otonomi daerah
3agi kabupaten Puhuwato merupakan
msur yang mengandung penafsiran dari
yerbagai  segi  baik dari  dimensi
konomi, politik, dan sosial budaya
yang semuanya bermuara pada bagai-
mana daerah memperoleh hak keman-
lirian dalam mengelola daerah-nya
mtuk kepentingan masyarakat daerah.
Untuk itu pembentukan daerah baru ini
yang berdiri pada tahun 2003 dari hasil
pemekaran kabupaten Boalemo adalah
sehagai  indikasi untuk memperoleh
ransfer kewenangan secara politik
yang didorong oleh masyarakat lokal
untuk memisahkan diri dari induknya,
yang memamg secara potensial dari
segi ekonomi daerahnya sangat kaya
akan sumber daya alam. Dari sekian
banyak indikator yang dibutuhkan
tersebut, kedua parameter persyaratan
di atas untuk menjadi daerah otonom
sesungguhnya sudah terpenuhi, namun
bagi masyarakat Pohuwato kedua
parameter itu dinilai belum cukup bila
tidak disandingkan dengan kepentingan

isu primordialisme dan etnosentrisme
yang sesungguhnya pada zaman Orde
Baru diharamkan dan dicari model
solusinya melalui Bhinneka tunggal Ika
dan integrasi nasional.

Meskipun isu primordialisme dan
etnosentrisme tidak mononjol di daerah
ini, tetapi kita semua sudah diingatkan
oleh Suparlan® bahwa sebagai suatu
bangsa yang multikultural, sudah saat-
nya meninjau kembali semboyan
Bhinneka Tunggal lka dari kesatuan
etnis menjadi kesatuan kultur dalam
suatu perbedaan. Dalam arti bangsa
kita harus mempertimbangkan satu
kebijakan untuk menata heterogenitas
yang berada di tengah-tengah masya-
rakat yang multietnis untuk mencegah
kemungkinan  disintegrasi = bangsa.
Dokumen LIPI 1970 menyatakan
bahwa masalah integrasi nasional ini

dilihat sebagai bersangkutan dengan
adanya hal-hal seperti (a) soal ada
tidaknya korelasi yang erat antara

kesukuan (etnisitas) dan agama, (b) soal
pengaruh perbedaan sosial dan ekonomi
terhadap perbedaan kesukuan dan
agama, (c¢) Soal pembagian (penja-
tahan) kekuasaan politik antara
kekuatan-kekuatan politik, dan (d) soal
adanya unsure-unsur panatisme di
dsalam golongan-golongan agama yang
berbeda-beda.’

Bila disandingkan dengan apa yang
dikemukakan oleh Suparlan dan
Mochtar ~ Masoed, sesungguhnya

& Suparlan, P, 2002, Menuju Masyarakat
Indonesia yang Mul kultural. Diakses dari
h p:/www.jai.or.id/jurnal/69/10brt3psu69.pdf.
* Masoed, Mohtar, 1994, Poli k, Birokrasi Dan

Turnal Lezalitas Vol. 8 No. 2 Okmbeer_I_S.
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Tama Jumlah Pemeluknya
am 569.569
otestan 9:173
itholik 1.075
ndu 2.675
dha 1031

abupaten Gorontalo dalam anghka tahun 1989 dan dikutip dari hasil riset Sastro, 1991

ientara itu keberadaan umat meskipun yang paling menonjol adalah
a yang tidak hanya mempunyai  agama Islam sebagaimana data berikut
badah, juga memilki sarana dan  ini.

a pendidikan keagamaan,

' 19: Jumlah Sarana Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Gorontalo

rana Pendidikan Keagamaan Jumlah
santren 3
mpat Pengajian/Dinayah 4
kolah Sanawiyah 18
kolah Ibtidaiyah 25
kolah Aliyah 6

abupaten Gorontalo dalam angka tahun 1989 dan dikutip dari hasil rviset Sastro, 1991



yaru termasuk

yang  sementara
liusulkan kepemerintah pusat sebe-
warnya  pelu ditinjau  kembali oleh
nasyarakat Gorontalo terutama para
:lit atau tokoh masyarakat, mengingat
vilayah kita termasuk kecil setelah
yeberapa kali daerah ini memekarkan
{iri seperti Gorontalo Utara dan Bone
Bolango yang dulunya sebagai wilayah
cabupaten Gorontalo, namun saat ini
serkembangan daerah itu dilihat dari
ispek  pembangunan dan pelayanan
erutama untuk meningkatkan kesejah-
craan masyarakat belum maksimal.
Karena itu pemekaran baru jangan
hanya untuk kepentingan para elit
ertentu yang mengatasnamakan masya-
rakat  sctempat, apalagi sementara
diusulkan adalah daerah baru Batudaa
yang ingin menjadi kabupaten baru
yang terpisah dari kabupaten Gorontalo.

Dimensi Politik Dan Ekonomi Serta
Etnisitas Dalam Ruang Pemeckaran
Daerah Sebagai Gerakan Akselarasi
Pembangunan Daerah.

Secara politik bagi kalangan yang
merndukung ~ pemberian  otonomi
termasuk bagi masyarakat Pohuwato
sgjalan dengan kebijakan awalnya
pemberian otonomi daerah melalui
pemekaran  wilayah-wilayah  baru
dianggap sebagai sesuatu yang wajar
karena untuk mempercepat pembang-
unan daerah dan juga kepentingan
untuk mengadopsi kepentingan politik
lokal yang sudah lama diabaikan oleh
rezim Orde Baru. Karena itu menurut

Maloney® bahwa dukungan diberikan
juga oleh  beberapa  pengambil
kebijakan (policy makers) dari World
Bank yang sangat memperhatikan
adanya representasi masyarakat
terpinggirkan, dimana institusi
internasional tersebut mengemukakan
bahwa dengan adanya pemberlakuan
otonomi daerah bagi Indonesia sebagai
kepentingan baru dalam hal kebijakan
pembangunan seperti meningkatkan
legitimasi, memberdayakan kelompok-
kelompok vang termajinalkan untuk
mendapatkan akses dalam proses
rekrutmen atas dasar etnisitas dan
memperkuat partisipasi dari masyarakat
daerah.” Dengan kata lain keberadaan
otonomi memiliki peran sebagai
representasi dari eksistensi lokalitas
yang multikultural, sekaligus sebagai
agen dari negara. "’

Sementara bagi kalangan yang
mengkhawatirkan pemberian otonomi
bagi wilayah-wilayah baru
termasuk bagi masyarakat Pohuwato
tidak lain akan memunculkan ego
daerah dan tidak terbangunnya integrasi
etnis di daerah itu, mengingat
masyarakatnya sedikit majemuk baik
etnis mayoritas (etnis Gorontalo) dan

daerah

Maloney, Kim, 2007, Representa ve
Bureaucracy: A Cross Na onal Analysis of
Gender 1996-2004.
® Wantu, Sastro, 2011, Rekrutmen Pejabat D
Lingkungan Birokrasi Pemerintahan Daerah
Dalam Perspek f Bureaucra ¢ Poli ¢, Dalam
Disertasi Prograsm Administrasi Publik, Program
Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
¥ Smith, B.C, 1985, Decentraliza on: The
Teritorial Dimension of The State, George Allen
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to, tidak seperti daerah lain
angat dipengaruhi oleh emosi
tnis atau etnosentrisme. Meski-
Hisi untuk memekaran daerah ini
wwalnya untuk  memudahkan
tan pembangunan  daerah,
tanpa dihindari yakni sebuah
1gan para elit termasuk adanya
1 para elit politik dalam bentuk
yuasan, sehingga terjadi peme-
laerah. Karena itu pemekaran

bagi  Pohuwato bukan
can pada kepentingan etnis
an sebagai nilai kebutuhan akan
gunan, sehingga kebijakan
ran  tidak
daerah lain yakni di daerah
terdapat persaingan dan konflik

daerah  karena  tiadanya
rasan  kekuasaan di tingkat
gional.

ena itu terjadinya berbagai

ran daerah yang diiringi oleh
itan politik etnis (ethnopolitics)
bagai fenomena etnosentrisme
karakteristik emic group. Isti-
(nosentrisme  pertama  kali
cakan  oleh Summer® yaitu
ebiasaan dan perilaku sebuah
k yang menganggap dirinya
ompoknya lebih superior dari
ompok lain. Selanjutnya upaya
im bentuk aturan-aturan yang
ungkan penduduk atau masya-
erah sebagai kelompok mayo-
an  merugikan pendudukan
§ atau sebaliknya mengun-

, Abercrombie, Stepen Hill & Bryan S,
984, Dic onary of Sociology, The
oks, New York, him, 83

identik atau sama

SR gREL Lo LUVNIvas . Y dld s DO

pemimpin di daerahnya  memiliki
kekuasaan dan berasal dari etnis
minoritas yang bisa saja  memicu
terjadi konflik etnis.

Sehingga pemekaran bagi kabu-
paten Pohuwato ditujukan untuk

pengelolaan daerah sejak dimplemen-
tasi dari awal reformasi hingga kini
dipandang oleh berbagai kalangan
merupakan tujuan untuk meningkatkan
kemajuan demokrasi di tingkat lokal
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pandangan ini sesuai dengan Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 yang
kemudian direvisi dengan UU No.12
Tahun 2008 yang pada intinya otonomi
daerah diharapkan mampu mening-
katkan daya saing dengan memper-
hatikan prinsip demokrasi, pemerataan
keadilan, keistimewaan dan kekhu-
susan, serta potensi dan keaneka-
ragaman daerah dalam Sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.’
Pemberian otonomi daerah yang
diberikan bagi wilayah di
Indonesia termasuk kabupaten baru
Pohuwato yang pada awal reformasi
masih menjadi bagian dari kabupaten
Boalemo, sesungguhnya pada satu sisi
bertujuan untuk mendekatkan pem-
bangunan terhadap masyarakat antara
lain  mengurangi kemiskinan dan
mempermudah  pelayanan  kepada
masyarakat, namun ada juga beberapa
kalangan pada masyarakat Gorontalo
mengkhawatirkan adanya pemisahan
itu. Berbagai pandangan akademisi di
Gorontalo bahwa pemekaran daerah

semua

" Noor, Isran, 2012, Poli k Otonomi Daerah
Untuk Penguatan NKRI, Seven Starategic, him. 6
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lentifikasi persoalan dan pemecahan
ang dilakukan cenderung menga-
aikan dimensi-dimensi persoalan lain.
erubahan ekonomi dan politik tidak
anya dapat direduksi
begitu schingga
1engabaikan sosial dan
imensi budaya yang berkaitan dengan
tnisitas dalam proses penciptaan suatu
tanan yang lebih baik." Kedua,
ecenderungan di atas menunjukkan
ahwa, selain tidak adanya pemahaman

dengan cara
ang sederhana

dimensi

ang jelas tentang daerah dalam
roses desentralisasi, posisi publik
ebagai warga negara dan warga

omunitas yang berbasis etnis tidak
iperhitungkan sebagaimana haknya
alam hubungan negara bangsa.

Padahal kondisi objektif
nasyarakat Pohuwato yang terdiri dari
erbagai etnis  (suku) yang  besar
dominan) dan kecil (minoritas) adalah
ergolong masyarakat majemuk
ebagaimana dikemukan oleh
\bdullah" yaitu kemajemukan
nasyarakat model seperti ini meru-
yakan tanda diversitas budaya yang
compleks. Bahkan pemerintah Orde
3aru dalam mengendalikan
yemerintahan daerah dilakukan secara

letail dan diseragamkan secara

4 Abdullah, Irwan, 2003, Masalah Kebudayaan
Jalam Pembangunan, Dalam Humaniora, Vol.
(v, him. 81

> Abdullah, Irwan, 2005, Diversitas Budaya,
Hak-hak Budaya Daerah dan Poli k Lokal di
ndonesia, dalam Jamil Gunawan dan Bambang
Purwanto, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo
edit), Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi
Lokal, LP3ES Indonesia, Jakarta, him. 85

nasional.'® Organ-organ supra-struktur
pemerintahan daerah diatur secara
terpusat dan seragam tanpa mengin-
dahkan heterogenitas etnis dalam sistim
politik daerah yang telah eksis jauh

sebelum terbentuknya konsep
kebangsaan Indonesia.'’
Oleh karenanya pembentukan

kabupaten Pohuwato sebagai daerah
otonom yang masyarakatnya sedikit
heterogen dapat dilihat dari berbagai
perspektif antara lain dari sebuah proses
politik, dan ekonomi yang tujuannya
bagaimana mempercepat laju pembang-
unan daerah dan pelayanan publik bagi
masyarakatnya dan sekaligus juga dapat
memciptakan keharmonisan masya-
rakat. Proses pencapaian tersebut tidak
dapat dilakukan secara mulus dan
mudah tanpa menghindari kondisi

_objektif untuk setiap proses kebijakan

yang ditempuh oleh pemerintah
kabupaten Pohuwato dalam hal ini
pengakuan secara hukum terhadap hak-
hak keragaman etnis dan budaya.
Mengapa kondisi ini sangat
penting? Tentu persoalan dalam mem-
bangun integrasi sosial ditengah-tengah
keinginan daerah kabupaten Pohuwato
dalam mengejar pembangunan daerah
harus sinkron dengan penciptaan
stabilitas yang harmonis dalam per-
soalan dimensi horisontal. Proses
pemberlakuan demokrasi lokal yang
sedang mengalami konsoslidasi melalui

% pra kno, 2005, Pengelolaan Hubungan

Antarg Pusat Dan Daerah, Dalam Syamsudin
Haris (ed) Desentralisasi Dan otonomi Daerah:
Desentralisasi, Demokra sasi Dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah, Jakarta AIPI, him. 25
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Y Wantu Sastro, 2011, op.cit.
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ara Barat, Minahasa, Sangir,
r Bugis dan etnis minoritas
). Oleh sebab itu mengapa
atiran itu muncul dilkalangan
ir masyarakat di Gorontalo? Hal
k lain karena fakta diberbagai
di Indonesia bahwa pelaksanaan
i daerah yang memunculkan
ialisme dalam bentuk peng-
olitik etnis dan etnosentrisme,
a cenderung mengakibatkan
ya  kemorosotan  integrasi
| bila dihubungkan dengan
kemajemukan masyarakat di
lokal.

idangan yang merasa Khawatir
pemberian otonomi tersebut

juga dari para ahli yang
ikkan bahwa otonomi yang
mentasikan ~ secara  seram-

dijalankan apa adanya tanpa
n plan yang jelas hanya akan
silkan ~ sebuah praktek yang
roduktif seperti menguatnya
i etnis, egoisme daerah,
angnya fenomena etnosen-
vakni sikap yang lebih memen-

kesukuan dan kelompok

dan munculnya para elit
maupun pejabat  birokrasi
tahan daerah yang mengambil

gan  dari  persoalan pelik
daerah."!

umentasi yang begitu kritis
an  oleh  Cheema dan

2000, The Future Of Government, Four
Aodels, Kansas, Univers ity Press of
M. 25-28

AL LI L] HICI Y dlcdbhall Lallvv

- hambatan potensial implementasi kebi-

jakan dalam desentralisasi bisa berasal
dari fraditional culture atau behavioral
Characteristics. Demikian juga
argumentasi Azra"” yang menganggap

bahwa otonomi daerah cenderung
mengakibatkan terjadinya kemorosotan
integritas nasional sekaligus

mendorong penguatan sentimen dan
identitas lokal, yang dalam konteks
Indonesia tampak dari meningkatnya
sentimen putra daerah dalam pengisian
dan rekrutmen pejabat untuk mengisi
posisi-posisi pada tingkat daerah.
Selanjutnya menurut Azra negara
bangsa yang multi etnis akan terancam
serius jika propinsionalisme atau lokal-
nationalism menjadi satu  dengan
etnosentrisme yang pada akhirnya
menjadi  ethnonationalism (etnonasi-
onalisme). Ancaman ini cukup besar
mengingat  Indonesia ~ mempunyai
berbagai etnis dan batas-batas wilayah
yang bertupang tindih dengan etnisitas.

Akibatnya  proses  dootonomi
daerah selama ini diidam-
idamkan untuk melakukan reformasi
sistim pemerintahan hingga kini masih
menunjukkan dua sisi kecenderungan
vaitu: Pertama, proses pergeseran itu
cenderung  dilihat sebagai persoalan
ekonomi dan politik semata-mata ketika

yang

2 Cheema, G, Shabbir And Rondinelli, Denis, A,
1983, Decentraliza on and Development:

. Contruc on and Direc on, Dalam G. Shabbir

and Denis Rondinelli, Decentraliza on and
Development:  Policy  Implementa on in
Developing Countries, Sage Puhlica on, him.
312

¥ Azra, Azyumardi, 2001, Poli k Lokal Dan
Pembelajaran Poli k, Jakarta, him. 4
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k otonomi daerah yang sedang
1gsung  seringkali menghadapi
alan pada masyarakat Indonesia,
ma persoalan pluralisme dalam
a. Meskipun fakta diberbagai
1 di Indonesia sangat berbeda
n  kondisi  masyarakat di
aten Pohuwato terutama pada
miniatur kemajemukan sosial,
a masyarakatnya sangat plural
nuk yang sangat memprakteknya
wpan  karakter multikulturalisme
~bingkai Bhinneka Tunggal ITka.
| dasar kedua pilar integrasi etnis
sungguhnya sebagai sumberdaya
yang mampu menggerakkan
isasi kohesivitas, kolektivisme
harmonisan sosial dalam rangka

erpercepat  laju  pembangunan
nya.
ESIMPULAN

cbijakan  Pemekaran  Daerah
aten Puhuwato dapat ditinjau
oerbagai parameter baik dari
i ekonomi, politik, dan sosial

budaya yang semuanya bertujua
bahwa daerah itu memiliki kewenanga
dalam mengurus wilayahnya agar dap:
mampu mensejahteraka
masyarakatnya

Pembentukan daerah baru itu pad
tahun 2003 dari kabupaten Boalem
didorong oleh kepentingan yang tida
hanya faktor ekonomi yang terkens
mempunyai sumber daya alam yan,
melimpah, jupa factor sosial buday:
turut  berpengaruh  yang  karen:
masyarakatnya cukup heterogen yang
dapat menciptakan integrasi
maupun Bhinneka tunggal Ika.

Pemekaran wilayah bag
masyarakat Pohuwato, tidak sepert
daerah lain yang sangat dipengaruh
oleh emosi politik etnis  atar
etnosentrisme, akan tetapi dipengaruh;
pula kemudahan adanya percepatarn
pembangunan daerah yang dilandas:
oleh kemajuan demokrasi di tingkat
lokal dan meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

sosia




Putra, Nadhar, 2003, Studi Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dj
Kabupaten Aceh Barat, Magister Administrasi Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Gadjah Mada, Thesis yang tidak dipublikasikan,

Smith, B.C, 1985, Decentralization: The T, eritorial Dimension of The State, George
Allen & Unwin Itd

Soedjatmoko, 1983, Dimensi Sosial Pembangzman, Jakarta: . P3ES.

Suparlan, P, 2002, Menuju Masyarakat Indonesiq yang Multikultural. Diakses dari
http:/www.jai.or.idfjumaU69/I 0brt3psu69.pdf,

................ 2005, Suku Bangsa Dan Hubungan Antar Suja Bangsa, Jakarta,
Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian

Wantu, Sastro, Dan Karmin Baruadi, 2006, Penyusunan Peta Konflik Di Provins;
Gorontalo  Stud; Kabpaten Pohuwato, (Laporan penelitian), Badan
Penelitian, Pengembangan Dan penegndalian Dampak lingkungan Daerah
(Balitbangpedalda) Provins; Gorontalo

Wantu, Sastro, 2011, Rekrutmen Pejabat Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan
Daerah Dalam Perspektif Bureaucratic Politic, Dalam Disertas; Prograsm
Administrasi Publik, Program Pagsca Sarjana Fakultas Ilmy Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Sumber Lain

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi den gan UU No,12
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N omor 129 Tahun 2000

Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria

Pemekaran,Penghapusan dan Penggabungan Daerah.







